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ABSTRAK 

Sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak 

sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara 

khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Rumusan masalah ini adalah  

bagaimana  pengaturan hukum penerapan restorative justice  terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, bagaimana 

penerapan restorative justice  terhadap tindak pidana kekerasan yang 

mengakibatkan korban meninggal yang dilakukan oleh anak, bagaimana 

pertimbangan hakim dalam dalam penerapan restoratif justice terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian menurut 

putusan Nomor 3/PID.sus-anak/2020/PN.Pts.Jenis penelitian ini adalah penelitian 

dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang 

diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan 

prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatis.Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengaturan hukum restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana kekerasan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan restorative justice 

dengan melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

kekerasan terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada 

pasal-pasal pelaksanaan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA 

Nomor 4 Tahun 2014 dan KUHP.  Penerapan restorative justice  terhadap tindak 

pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal yang dilakukan oleh 

anak mendapatkan hambatan dalam penerapannya sepertimasih sangat terbatasnya 

baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan restorative justice.   

Kata Kunci: Restorative Justice , Anak, Kekerasan  

 

ABSTRACT  

The juvenile justice system has a specificity, where for children as a 

special legal study, it requires officers who are specifically authorized to carry 

out criminal justice processes against children who are in conflict with the law. 

The formulation of the problem in this is how to regulate the application of 

restorative justice to children who commit violent crimes that result in death, how 

to apply restorative justice to violent crimes that result in death by children, how 
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judges consider in applying restorative justice to children. as a perpetrator of a 

violent crime that resulted in death according to decision Number 3/PID.sus-

anak/2020/PN.Pts. This type of research is a research using a normative juridical 

approach. The data collection in this study was carried out through a literature 

study, where the material or data obtained would be systematically arranged and 

analyzed using qualitative scientific logic procedures. The results of the study 

indicate that the legal regulation of restorative justice for children as perpetrators 

of violent crimes is regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile 

Criminal Justice System. Judges do not provide restorative justice by carrying out 

diversion against children who commit violent crimes as seen in the judge's 

decision where the judge only refers to the articles on the implementation of 

diversion in Law Number 11 of 2012, PERMA Number 4 of 2014 and the 

Criminal Code. The application of restorative justice to violent criminal acts that 

result in the death of victims committed by children faces obstacles in its 

application, such as the very limited physical facilities of the building where 

restorative justice is carried out.  

Keywords: Restorative Justice, Children, Violence. 

 

A. Latar Belakang  

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat. Apabila dicermati 

perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas 

maupun modus operandi, pelanggaran yang dilakukan anak tersebut dirasakan 

telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena 

meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak 

berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan 

dan penanggulangan kenakalan anak, perlu dilakukan. 

Anak-anak tidak terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana 

(kejahatan) sama halnya seperti orang dewasa baik perbuatan pidana itu dilakukan 

sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Anak dalam proses 

perkembangan mendapat hambatan pemenuhan kebutuhan dan perhatian 

menyebabkan terganggu mentalnya. Akhirnya dapat menyebabkan anak menjadi 

pelaku delinquency. 

Batasan anak anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 

(delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang 

selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana.  

Sementara itu hukum Perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan 

Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata yaitu (a) batas antara usia belum dewasa dengan 

telah dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun; dan (b) seorang anak yang berada 

dalam usia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah 

dewasa. Berdasarkan batasan usia yang sangat bervariatif tersebut, dapat 
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disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila seseorang yang 

belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan Juvenile 

Deliquency. Juvenile Deliquency adalah suatu tindakan atau perbuatan 

pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh 

anak-anak usia muda. Sedangkan Juvenile Deliquency menurut Romli 

Atmasasmita merupakan perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah 

umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-

norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si 

anak yang bersangkutan. 

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak 

negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang 

komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan 

sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh 

terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak 

memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam 

pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, 

wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat 

dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. 

Anak dalam tata kehidupan  masih berada dalam masa perkembangan atau 

pertumbuhan fisik dan mental yang belum stabil/matang. Pada umumnya anak 

mengalami krisis identitas pada tahap kehidupannya. Krisis identitas anak 

tergantung pada lingkungan yang ikut menentukan pembentukan identitas atau 

pribadinya bila lingkungan yang menentukan akan memungkinkan dia menjadi 

seorang yang matang pribadinya sedang lingkungan buruk biasanya mendorong 

ke hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu dalam menghadapi dan menanggulangi 

berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan 

kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas tersebut. 

Secara psikologis, kejahatan anak berangkat dari terputusnya harapan anak 

dalam mencari identitas diri. Anak-anak demikian sering terjebak dalam 

pergaulan yang melanggar hukum, seperti minum-minuman keras, narkotika dan 

tindak pidana serta perbuatan kriminil lainnya. Sikap dan perilaku anak yang 

melanggar ketertiban, melanggar hukum disertai tindak kriminal, selalu berakhir 

berurusan dengan aparat penegak hukum.  

Anak kurang memahami bahwa hukum ada dalam kehidupan masyarakat, 

dan dijunjung tinggi sebagai bagian kehidupan dalam masyarakat. Umumnya anak 

kurang memahami bahwa tujuan pokok diadakan hukum, termasuk hukum pidana 

adalah untuk melindungi individu atau warga negara Indonesia dari kemungkinan 

tindak kejahatan. Jika ditindak karena anak melanggar hukum berarti berusaha 

memberi perlindungan kepada warga masyarakat dari gangguan pelanggaran 

hukum seperti : pencurian, pemerasan, ancaman dan tindak pidana lainnya yang 

terjadi dalam masyarakat. Tindakan anak melakukan pencurian termasuk tindakan 

yang melanggar hukum, dan menimbulkan kerugian pada masyarakat 

lingkungannya serta keluarga. 
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Menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya 

seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan 

pengembangan perilaku anak tersebut. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas, 

maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap pelaku kejahatan di 

bawah umur diupayakan agar anak yang dimaksud jangan sampai dipisahkan dari 

orang tuanya, seperti yang dikatakan Soeaidy Sholeh bilamana hubungan antara 

orang tua dan anak kurang harmonis atau karena sifat perbuatannya sangat 

merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, 

hendaklah tetap di pertimbangkan bahwa pemisahan tadi adalah semata-mata 

demi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri secara sehat dan wajar. 

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebut dimaksudkan untuk 

lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang 

masih panjang dengan baik. Perbedaan itu dimaksudkan pula untuk memberi 

kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna 

menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan 

masyarakat. 

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial 

yang mucul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kajahatan tindak pidana 

pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan 

oleh anak-anak baik secara sendi-sendiri, maupun secara bersama-sama. Terhadap 

anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau 

proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih 

didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat 

pemeriksaannya.  

Seorang anak dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak 

sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai salah 

satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya 

mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum. 

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak 

itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu 

hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-

haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat 

berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. 

Proses hukum yang dilakukan terhadap anak tentunya kurang adil jika 

kepada anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. 

Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya 

sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa 

dewasa. Mengingat anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, 

sehingga dalam menanangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus 

betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.  

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana 

seperti halnya tindak pidana pembunuhan, sangat membutuhkan adanya 

perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah 

satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap 

anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu, 

karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara 
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fisik dan mentalnya, sehingga anak memerlukan perlindungan, perawatan dan 

penanganan khusus. 

Upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak 

yang berhadapan dengan hukum tersebut, Pemerintah Indonesia telah 

mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dan Undang-Undang Nomor  Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  

Perspektif peradilan pidana anak, dalam sistim peradilan anak mempunyai 

kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, 

membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk 

menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum.  

Sama halnya dengan orang dewasa, ketika seorang anak berhadapan 

dengan hukum maka kepadanya juga diancam dengan hukuman pidana. Sebelum 

adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, maka peraturan yang dipergunakan adalah yang ada dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 45, 46 dan 47. Hukuman yang dijatuhkan 

sama dengan hukuman orang dewasa hanya dikurangi sepertiganya dengan 

pengecualian hukuman mati.  

Diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Anak telah membawa perubahan baru terkait dengan pidana penjara 

yang dapat dijatuhkan kepada anak khususnya anak sebagai pelaku kejahatan 

sehingga ketentuan didalam Pasal 10, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP tidak 

lagi digunakan untuk anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Anak dikenal adanya pembatasan umur untuk anak dapat diadili pada 

sidang anak yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa anak yang telah 

mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun. 

Secara tertulis dalam hukum pidana Indonesia tidak pernah dijumpai 

aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim 

sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pidana penjara sehingga 

cenderung membawa konsekwensi karena tidak adanya landasan hukum berpijak 

bagi Hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut. 

Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 

pidana penjara terhadap anak yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni 

menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari 

keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang 

diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan 

subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar Moral Justice dan Social 

Justice, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau 

pertimbangan non yuridis. 

Moral Justice berarti Hakim mendasari pertimbangan dalam mengadili dan 

memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan hukum positif, harus 

juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi dan psikologi. Dari sisi 

sosiologis perkembangan anak, dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk 



P a g e  | 372 

 

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022  

Published : 5-05-2022, Page 367-388 

 

melakukan tindak pidana adalah kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya 

yang khas. Sedangkan dari aspek psikologis, anak bisa dikategorikan sebagai 

manusia yang belum cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk melakukan 

perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor 

emosionalnya, bukan logika berpikirnya yang sempurna selayaknya orang 

dewasa. Oleh karena itu anak nakal cenderung berasal dari keluarga yang tidak 

harmonis dimana sang anak mencontoh perbuatan dari orang-orang terdekatnya 

yaitu keluarga. 

Pidana perampasan kemerdekaan yang berupa pidana penjara ini dapat 

dijatuhkan kepada anak nakal paling lama adalah 1/2 (satu perdua) dari 

maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang 

dilakukan anak nakal tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana seumur 

hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling lama 10 tahun. 

Penjatuhan pidana pada anak-anak menurut Jonkers, bahwa titik beratnya 

bukan pada pembalasan atau kehendak penguasa untuk memberi nestapa, tetapi 

adanya keinginan untuk memberikan kesempatan yang baik pada anak yang 

berbakat sebagai penjahat, untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna, 

apabila ditempatkan di luar lingkungan yang jahat atau tidak mengenal tata tertib. 

1. Bagaimana pengaturan hukum penerapan restorative justice  terhadap anak 

yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian ? 

2. Bagaimana penerapan restorative justice  terhadap tindak pidana kekerasan 

yang mengakibatkan korban meninggal yang dilakukan oleh anak ? 

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam dalam penerapan restoratif justice 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan 

kematian menurut putusan Nomor 3/PID.sus-anak/2020/PN.Pts?  

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan 

menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode 

atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode 

penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan 

oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan 

populasi dan sampel. 

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum 

yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu 

meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini bersifat 

deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif 

analistis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi 

atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat 

memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu 

menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum 

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini 

menguraikan hal-hal tentang anak sebagai pelaku tindak pidana kekerangan yang 

mengakibatkan korban meninggal. 
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

a. Pendekatan Kasus (Case Approach), dilakukan dengan cara melakukan telaah 

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 

menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Nomor 3/Pid.Sus-

Anak/2020/PN.Pts.  

b. Pendekatan Konseptual (Copceptual Approach), dilakukan dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, 

yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian 

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu 

yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu 

argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.  

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat 

atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan 

objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, 

dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum. 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa yang dimaksud dengan penelitian 

kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang 

hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 

(tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :  

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri 

dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Undang-Undang Nomor  Nomor 

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan 

masalah yang diteliti.  

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum  

1. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian 

mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema 

dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan 

teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian 

yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat. 

C. Pengaturan Hukum Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku 

Tindak Pidana Kekerasan 

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang 

berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk 

menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari 
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pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Restorative justice bersifat 

merekatkan peradilan pidana dengan konteks sosialnya yang menekankan 

daripada mengisolasinya secara tertutup.  

Definisi yang dikemukakan Tony F. Marshall sebagaimana dikutip 

Marlina tersebut sangat membantu dalam membahas restorative justice meskipun 

definisi tersebut masih menimbulkan sejumlah pertanyaan : siapa saja para pihak 

yang berkepentingan dan terlibat dalam pelanggaran (parties with a stake in the 

offence); bagaimana mereka mencapai penyelesaian bersama (collective 

resolution); apakah maksud dari menghadapi akibat buruk dari pelanggaran (deal 

with the aftermath of the offence); dan apakah yang menjadi implikasi di masa 

yang akan datang yang perlu dipertimbangkan (implications for the future). 

Marlina memberikan penjelasan kembali terhadap definisi restorative 

justice yang dikemukakan oleh Tonry F. Marshall di atas. Menurut Susan Sharpe 

mengusulkan ada 5 (lima) prinsip kunci dari restorative justice, yaitu :Restorative 

justice invites full participation and consensus (restorative justice mengandung 

partisipasi penuh dan konsensus), artinya korban dan pelaku dilibatkan dalam 

perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan 

bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena 

imbas (contoh tetangga yang secara tidak langsung merasa tidak aman atas 

kejahatan tersebut). Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak 

mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku harus 

diikutkan, kalau tidak, maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional.  

1. Restorative justice seeks to heat what is broken (restorative justice berusaha 

meyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan 

kejahatan). Sebuah pertanyaan penting tentang restorative justice adalah 

apakah korban butuh untuk disembuhkan, untuk menutupi dan menguatkan 

kembali perasaan nyamannya. Korban harus diberikan informasi yang sejelas-

jelasnya mengenai proses yang akan dijalaninya, mereka perlu mengutarakan 

dan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya kepada orang yang telah 

merugikannya atau pelaku kriminal dan mereka mengungkapkan hal itu untuk 

menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan.  

2. Pelaku juga butuh penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari 

kebersalahan dan ketakutan, mereka butuh pemecahan masalah mengenai 

konflik apakah yang sebenarnya dialami atau terjadi padanya yang menjadi 

perulaan sehingga dia terlibat atau bahkan melakukan kejahatan, dan mereka 

butuh kesempatan untuk memperbaiki semuanya.  

3. Restorative justice seeks full and direct accountability (restorative justice 

memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh). 

Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku 

harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka 

melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang 

telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya itu merugikan orang 

banyak. Dia harus atau diharapkan menjelaskan perilakunya sehingga korban 

dan masyarakat dapat menanggapinya. Dia juga diharapkan untuk mengambil 

langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian tadi.  
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4. Restorative justice seeks to recinite what has been devided (restorative justice 

mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah 

atau terpecah karena tindakan kriminal). Tindakan kriminal telah memisahkan 

atau memecah orang dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu 

bahaya yang disebabkannya. Proses restorative justice berusaha menyatukan 

kembali seseorang atau beberapa orang yang telah terpecah dengan 

masyarakat ataupun orang yang telah mendapatkan penyisihan atau 

stigmatisasi, dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan 

mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat. Perspektif 

restorative justice adalah julukan “korban” dan “pelaku” tidak melekat 

selamanya. Masing-masing harus punya masa depan dan dibebaskan dari masa 

lalunya. Mereka tidak dideklarasikan  sebagai peran utama dalam kerusakan, 

tapi mereka juga disebabkan atau akibat yang menjadi objek penderita.  

5. Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent 

further harms (restorative justice memberikan ketahanan kepada masyarakat 

agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya). Kejahatan 

memang menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, tapi selain daripada itu 

kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk 

menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua mayarakat. 

Karena pada dasarnya semua peristiwa kejahatan dapat disebabkan oleh 

pengaruh keadaan di luar kehendak diri seseorang, sehingga terciptalah 

“korban”, “pelaku”, dan perilaku kriminal. Hal tersebut bisa juga disebabkan 

karena sistem yang ada dalam masyarakat yang mendukung terjadinya 

kriminal seperti rasial, keadilan ekonomi, yang bahkan di luar perilaku 

seseorang pada sarnya sama sekali. Oleh sebab itu, korban dan pelaku harus 

kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan membuat 

tempat yang adil dan aman untuk hidup”.  

D. Penerapan Restorative Justice  Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang 

Mengakibatkan Korban Meninggal Yang Dilakukan Oleh Anak 

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat 

di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya 

perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja 

yang bisa melanggar nilainilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma 

hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan 

pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar. 

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus 

berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan 

bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus 

terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukan bahwa hukum yang ada di 

Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai 

bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan 

dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, 

suku, bangsa dan Negara serta generasi penerus umat manusia. 

Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya 

demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan 



P a g e  | 376 

 

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022  

Published : 5-05-2022, Page 367-388 

 

sosial. Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial 

yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan juvenile delinquency, hal tersebut 

cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, 

karena terlalu keras bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan 

sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh 

tidak dilewati setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang 

kedewasaannya. 

Secara umum kebijakan kriminal yang berkembang dalam konsep 

pemikiran masyarakat saat ini dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu : 

1. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal  

policy);  

2. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (non-

penal policy). 

Kedua sarana (penal dan non-penal) tersebut merupakan suatu pasangan 

yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakankeduanya 

saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Seorang 

anak yang melakukan tindak pidana maka proses yang diberlakukan terhadap 

anak hendaknya lebih menekankan pada sarana non-penal. Dengan 

diberlakukannya sarana non-penal maka kebutuhan dalam penganggulangan 

kenakalan anak diharapkan dapat berorientasi untuk mencapai kondisi yang 

kondusif dengan mengkaji mengenai penyebab timbulnya kenakalan anak, yang 

nantinya akan digunakan untuk menentukan penerapan kebijakan dalam 

menangani anak yang melakukan tindak pidana.  Sarana non-penal yang dapat 

ditempuh dalam proses mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

salah satunya adalah dengan penyelesaian restoratif justice. 

Proses penanggulangan anak pelaku tindak pidana dilakukan secara penal 

dan non penal, secara penal yaitu dengan cara penerapan sanksi pidana dan secara 

non penal dengan tindakan diversi oleh penegak hukum dan penyelesaian di luar 

peradilan formal dengan restoratif justice. 

Konsep restoratif justice merupakan teori keadilan yang tumbuh dan 

berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan yang terdapat di berbagai 

negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangani 

permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan pidana 

tradisional. 

Indonesia memiliki pengaturan mengenai restoratif justice yang diatur 

dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa keadilan restoratif (restoratif justice) 

merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 

keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan 

semula, dan bukan pembalasan. 

Pengertian di atas meyatakan bahwa restoratif justice memiliki hubungan 

yang erat dengan diversi yang mana mempunyai tujuan yang sama yaitu 

mengalihkan proses peradilan anak dari peradilan formal ke dalam peradilan non-

formal dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga, masyarakat, 
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pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim melalui suatu bentuk 

penyelesaian win win solution yang menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula dan bukan pembalasan. 

Manfaat restoratif justice antara lain untuk meningkatkan keterlibatan 

masyarakat dan kesadaran publik dalam upaya menyelesaikan persoalan anak 

yang bermasalah dengan hukum, membuat pelaku bertanggung jawab atas 

tindakannya dan membuat pelaku memahami dampak atas tindakannya serta 

berusaha memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan, membantu meminimalkan 

tingkat kejahatan karena tujuan utama Restoratif justice adalah pemulihan 

sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua. 

Restoratif justice adalah suatu proses ketika semua pihak yang 

berhubungan dengan tindak pidana tertentu, duduk bersama-sama untuk 

memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat dimasa 

mendatang. Keadilan untuk anak, adalah bagaimana Restoratif justice itu 

diterapkan. Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang 

menempatkan keadilan restoratifsebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon 

suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus 

perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula 

dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Karena kelemahan 

dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat 

yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi 

terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan 

menggunakan pendekatan keadilan restoratifperan aktif kedua pihak ini menjadi 

penting disamping peran pelaku.  

Mengingat prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak adalah demi 

tercapainya kepentingan yang terbaik untuk anak. Maka pendekatan Restoratif 

justice adalah salah satu alternatif yang dipandang baik dalam mencapai 

kepentingan tersebut. Restoratif justice merupakan usaha untuk mencari 

penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan. Khusus untuk Anak yang 

berkonflik dengan Hukum (AKH), Restoratif justice penting untuk diterapkan 

karena faktor psikologi anak harus diperhatikan. Dalam prosesnya, Restoratif 

justice tersebut akan melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, 

wakil masyarakat, dan didukung oleh lembaga swadaya masyarakat. Para pihak 

secara bersama-sama melakukan musyawarah pemulihan dengan putusan sebisa 

mungkin tidak bersifat menghukum dan lebih mengedepankan solusi dengan 

memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, korban, dan masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa adanya upaya pelaksanaan  

Restoratif justice ini tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhi 

putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena Hakim tentunya 

harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu.  

Tegasnya, restoratif justice adalah hanya sebagai upaya untuk mendukung 

dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa “penangkapan, penahanan, atau 

tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang 
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berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir” terhadap perkara-

perkara anak yang ringan saja.   

Restoratif justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang 

berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, 

bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku. Kasus tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi terdiri dari berbagai macam tindak 

pidana, diantaranya yaitu; kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan 

disertai dengan pengancaman, penggelapan, narkoba dan tindakan asusila.  

Berdasarkan katagori perbuatan anak suatu peristiwa hukum yang 

dilakukan oleh anak melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan dapat 

memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak bermasalah dengan hukum 

yang harus menjalani proses peradilan pidana. Pada usia yang masih sangat muda, 

anak-anak tersebut harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang 

demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, 

penuntutan oleh jaksa, persidangan yang dilakukan di pengadilan oleh hakim dan 

pelaksanaan putusan hakim. Mulai dari tahap penyidikan, aparat hukum telah 

diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan.  

Situasi penahanan memberikan beban mental, ditambah lagi tekanan 

psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk dipersidangan sebagai 

pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem 

peradilan pidana formal dengan memasukkan anak dalam penjara ternyata tidak 

berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk 

menunjang proses tumbuh kembanganak tersebut, penjara justru sering kali 

membuat anak semakin pintar dalam melakukan tindak kejahatan. 

Serangkaian proses hukum yang dilakukan pengadilan dalam memutuskan 

perkara anak khususnya anak melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan 

merupakan hal yang merugikan anak baik sebagai pelaku dan korban tindak 

pidana, karena dalam melakukan pendekatan-pendekatan yuridis undang-undang 

dapat menjadi tolak ukur untuk mengambil suatu kebijakan pidana (penal policy). 

E. Pertimbangan Hakim Dalam Dalam Penerapan Restoratif Justice 

Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang 

Mengakibatkan Kematian Menurut Putusan Nomor 3/PID.SUS-

ANAK/2020/PN.PTS   

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor  3/Pid.Sus-

Anak/2020/PN.Pts bahwa surat dakwaan yang diuraikan Penuntut Umum dalam 

perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan 

hukum pidana materiil yang didakwakan pada pertama yakni terdakwa melanggar 

Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. 

Pelaku didkawa dengan dua dakwaan dan kedua dakwaan yang diajukan 

merupakan dakwaan alternatif dimana Hakim dapat memilih salah satu dari ketiga 
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dakwaan yang diajukan. Indikasi adanya dakwaan alternatif adalah adanya tiga 

dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat 

dakwaannya yang mana Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut 

karena menggunakan penghubung “atau”.  

Pemilihan salah satu dakwaan pada dakwaan alternatif tidak dapat 

dilakukan asal-asalan. Meski memiliki wewenang dalam persidangan, Hakim 

tidak dapat memutuskan dakwaan yang dipilih sesuka hatinya. Pemilihan 

dakwaan yang akan menjadi penguat pertimbangan hukum dalam persidangan 

harus disesuaikan dengan fakta serta bukti-bukti yang diperoleh dalam proses 

persidangan. Tujuan Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan alternatif ini 

adalah: pertama, untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari 

pertanggungjawaban hukum, serta kedua, untuk memberi pilihan kepada hakim 

untuk menerapkan hukum yang paling tepat dikenakan terhadap pelaku. 

Penerapan hukum tindak pidana kekerasan oleh anak yang mengakibatkan 

korban meninggal dunia telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh 

terdakwa. Unsur-unsurnya pun telah sesuai dengan rumusan delik Pasal 80 ayat 

(3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut: 

a. Setiap orang; 

Setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara 

bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang 

dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan 

perbuatan pidana. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan 

ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan 

tindak pidana di depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau adalah anak 

yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan 

anak juga membenarkan indentitasnya tersebut. 

Selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, anak pelaku adalah 

subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk 

mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya 

menurut hukum pidana karena anak sehat jasmani dan rohani sehingga pada diri 

anak tidak terdapat kesalahan orang (error in persona), dengan demikian unsur 

barang siapa telah terpenuhi. 

b. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau 

turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak. 

Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ini bersifat 

alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi perbuatan 

dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh 

telah terpenuhi pula. 
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Kekerasan berdasarkan KBBI, adalah perbuatan seseorang atau kelompok 

orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan 

kerusakan fisik atau barang orang lain, dan menurut R. Soesilo, bahwa kekerasan” 

adalah mempergunakan tenaga atau kekuataan jasmani tidak kecil secara tidak 

sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, 

menyepak, menendang, dan sebagainya, sehingga dapat dimaknai bahwa 

“melakukan kekerasan terhadap anak” adalah melakukan suatu perbuatan yang 

berpotensi menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan 

kerusakan fisik atau barang orang lain, dengan menggunakan tenaga atau 

kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, baik dengan tangan, kaki, atau 

segala macam senjata, yang dalam hal ini ditujukan terhadap Anak, yang 

berdasarkan undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun. 

Ada 4 (empat) kategori utama tindak “kekerasan terhadap anak”, yaitu 

pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan 

seksual anak. Majelis hakim dalam mempertimbangkan unsur ini mengacu pada 

pengertian tersebut di atas. Tindakan kekerasan fisik telah dilakukan oleh anak, 

usia 15 (lima belas) tahun, terhadap anak korban yang pada saat terjadinya 

peristiwa tersebut masih berusia 11 (sebelas) tahun, maka berdasarkan uraian di 

atas, unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan” telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan, yang mana dalam perkara ini spesifiknya adalah “melakukan 

kekerasan terhadap anak”; 

c. Mengakibatkan anak mati; 

Unsur yang mengakibatkan anak mati ini berkaitan dengan sebab-akibat, 

di mana suatu perbuatan seseorang telah menimbulkan kematian atau hilangnya 

nyawa orang lain, dalam hal ini nyawa anak. Korban sebagaimana tercantum 

dalam Akta Kelahiran Nomor: 3791/CLT/2010, tanggal 07 April 2010 yang 

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Kapuas Hulu, Marcellus, S.Sos., lahir pada tanggal 10 Desember 2008, artinya 

masih berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga tepat apabila dinyatakan bahwa korban  

termasuk dalam kategori “anak”, khususnya dalam perkara ini sebagai ”anak 

korban” (anak yang menjadi korban tindak pidana). 

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, anak koban telah meninggal dunia 

dalam kondisi terdapat luka robek pada bagian leher dan tangan, luka tembus pada 

bagian perut, dan telinga kiri yang hilang terpotong, yang diakibatkan oleh 

tebasan dan tusukan benda tajam tersebut, dimana anak korban baru ditemukan di 

pinggir sungai dalam keadaan mengambang satu hari setelah anak korban 

dinyatakan menghilang dan meninggal dunia, sehingga tubuh anak korban sudah 

agak mengembang. 

Berdasarkan bukti surat Visum et Reppertum Nomor: 440/496/VER/Pusk-

Bhu/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah dengan 

dokter pemeriksa, dr. Resti Puteri Apriyuslim, dengan kesimpulan bahwa telah 

diperiksa jenazah seorang laki-laki, berumur dua belas tahun, warna kulit sawo 

matang, ciri rambut lurus pendek. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar di tubuh 

jenazah tersebut terdapat luka-luka akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian 
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adalah pendarahan massif yang disebabkan oleh adanya robekan pembuluh darah 

besar (arteri dan vena) di bagian kepala dan leher, dan jenazah telah dalam 

keadaan membusuk lanjut. Berdasarkan Visum et Reppertum tersebut, jelas 

dinyatakan bahwa anak korban telah meninggal dunia, oleh sebab-sebab 

sebagaimana yang telah terungkap di persidangan di atas. Berdasarkan uraian di 

atas, unsur yang mengakibatkan anak mati telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan. 

Semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam 

dakwaan kesatu tersebut. 

Hakim  dalam persidangan  tidak menemukan hal-hal yang dapat 

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alas an pembenar dan 

atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, 

sehingga anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan 

dijatuhi pidana. 

 Mengenai putusan yang dijatuhkan hakim yaitu  pidana penjara selama 5 

((lima) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA)  tentu saja dalam menjatuhkan putusannya Hakim memiliki 

pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tersebut. Hakim 

merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran 

yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi etika serta 

moralitas hakim yang bersangkutan. Hakim dalam rangka memaksimalkan tujuan 

hukum tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa 

keadilan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat 

menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan 

apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. 

 Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan 

sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan 

putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu 

relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat 

dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, 

dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru 

akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan 

tidak akan membawa manfaat bagi terpidana. 

F. Kesimpulan 

1. Pengaturan hukum restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana kekerasan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan restorative justice 

dengan melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana 
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kekerasan terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada 

pasal-pasal pelaksanaan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA 

Nomor 4 Tahun 2014 dan KUHP.  

2. Penerapan restorative justice  terhadap tindak pidana kekerasan yang 

mengakibatkan korban meninggal yang dilakukan oleh anak mendapatkan 

hambatan dalam penerapannya sepertimasih sangat terbatasnya baik sarana 

fisik bangunan tempat pelaksanaan restorative justice, maupun non fisik yaitu 

belum tersedianya tenaga-tenaga professional seperti dokter, psikolog, tenaga 

instruktur ketrampilan dan tenaga pendidik di berbagai tempat dimana anak di 

tempatkan selama dalam penanganan proses hukum.  

3. Pertimbangan hakim dalam dalam penerapan restoratif justice terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian 

menurut putusan Nomor 3/PID.sus-anak/2020/PN.Pts didasarkan pada 

pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor 

yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah 

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan 

non-yuridis oleh hakim juga dibutuhkan oleh karena masalah tanggung jawab 

hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidaklah cukup kalau hanya 

didasarkan pada segi normatif, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang 

melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus 

ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili perkara anak. 
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